
  

http://jdih.tidorekota.go.id 1 

 

 

 
 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
 

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR     15  TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR  33 TAHUN 2011 TENTANG  STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, 

HONORARIUM DAN BIAYA LAIN - LAIN 

 
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

Menimbang : a. 
 

 
 
 

 
 

 
b. 
 

 
 
 

 
 

c. 
 
 

 
 

bahwa untuk tertib administrasi serta menjadi 
pedoman bagi pejabat pengelola keuangan Daerah 

dalam Tahun Anggaran berkenaan, perlu adanya 
pengaturan semua pengeluaran sebagai implementasi 
kewajiban Daerah yang harus didasarkan pada 

ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang 
berlaku;  

 
bahwa Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 
tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium 

dan Biaya Lain-Lain  sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dan tuntutan perubahan sehingga 
perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan  Peraturan Walikota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 33   
Tahun 2011 tentang  Standar Biaya Perjalanan Dinas, 

Honorarium Dan Biaya Lain – Lain; 
 
Mengingat : 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. 

 
 
 

 
 

 
 
 

2. 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore 

Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4262); 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 



  

http://jdih.tidorekota.go.id 2 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
3. 

 
 
 

 
4. 

 
 
 

 
 
5. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
6. 
 

 
 

 
 
7. 

 
 

 
 
 

8. 
 
 

 
 

 
 
 

9. 
 
 

 
 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  
 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan 

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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10. 
 
 

 
 

 
 
11. 

 
 
 

 
 

 
 
12. 

 
 

 
 
13. 

 
 
 

Nomor 4593); 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang PerubahanKedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil 

Dan Pegawai Tidak Tetap; 
  
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 

Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore 

Kepulauan Tahun 2005 Nomor 017 seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 018 

E); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :   PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERAURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 
33 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA 
PERJALANAN DINAS, HONORARIUM DAN BIAYA LAIN- 

LAIN. 
 
 

 
 Pasal I 

 
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 33 Tahun 2011 
tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Biaya Lain – Lain 

(Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 84), diubah sebagai 
berikut : 
 

Ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
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Pasal 9 

 
(1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya maka biaya akan 

diperhitungkan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan 
dengan menganut prinsip – prinsip efisiensi, transparan dan akuntabel. 
 

(2) Bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah bersama 
rombongan Walikota dan/atau Wakil Walikota tidak diberikan biaya 

transportasi. 
 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore 

Kepulauan. 
 

Ditetapkan di Tidore 
pada tanggal    30   Mei                2012 

 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 
           Ttd 

 
 

ACHMAD MAHIFA 
 

Diundangkan di  Tidore 

pada tanggal  30   Mei          2012 
 

PSEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN, 
        

        Ttd 
 
ANSAR HUSEN 

 
BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN  2012  NOMOR   220        

 


